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ABSTRAK

Sknipsi ini berjudul Disparitas Putusan Hakim Dalam Pevkara Tindak Pidans
Narkotika  Putusan Ne. 170/ Pid.Sus/2021/Pu Plg, Putusan
No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg.
Disparitas merupakan hal yang umum (erjadi pada setiap putusan, perbedaan itutah
yang menjadi masalah serius yang harus dianalisis dan dicari tau kebenarannya.
Adapun rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi
disparitas pada putusan dan putusan tersebut memenuhi asas keadilan dalam
pemberian pidana atau tidak. Penulisan skripsi ini berjenis nonnatif menggunakan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus juga menggunakan bahan
hukum primer, skunder, dan tersier serta menggunakan studi kepustakaan dengan
jalan membaca buku-buku, jurnal, dokumen serta hasil dari penelitian kemudian
dilakukan analisis dan kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa hakim bertindak berhati-hati mempertimbangkan putusan
dengan pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis serta Yang
menyebabkan disparitas terjadi adalah aturan, hakim, dan terdakwa. Putusan ini
mencenninkan keadilan dapat dilihat dari hak-hak terdakwa yang diberikan
pengadilan untuk memperoleh keadilan serta alasan filosofis hakim untuk
menguatkan keadilan dalam menjatuhkan pidana.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Disparitas, Dan Keadilan

Indralaya, § Juni 2023

Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M,Hum, Adisti, S.H., M.H,

NIP. 197711032008012010 NIP. 198812032011012008

Ketua BagipgmHukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

X1



BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Adanya peningkatan budaya, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan,
manusia dalam berprilaku dikehidupan sosial dan kehidupan berbangsa menjadi
lebih rumit. Tentu saja, ada perilaku seperti itu dari sudut pandang hukum timbul
suatu perilaku yang diklasifikasikan menurut prilaku yang sesuai dengan norma
dan yang tidak sesuai dengan norma. Hal ini tidak menjadi masalah bagi perilaku
yang sesuai dengan standar (hukum) yang berlaku. Perbuatan yang tidak sejalan
sebagaimana mestinya biasanya menimbulkan masalah dalam masyarakat
hukum dan dapat berdampak pada masyarakat.*

Ketidakpatuhan terhadap aturan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap
undang-undang. Pelanggaran hukum dan aparat penegak hukum dapat dikatakan
sebagai suatu hubungan yang tidak terpisahkan antar hubungan tersebut.
Penegakan hukum tidak boleh mempertimbangkan status dan kedudukan
pelanggar mengingat masyarakat mempunyai hak dan dihadapan hukum
masyarakat mendapat perlakuan yang sama. “Semua warga negara sama di
depan hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menegakkan hukum dan
pemerintahan tanpa kecuali.”?

Dalam proses pembangunan menuju negara yang demokratis dan taat

hukum, masyarakat indonesia juga membutuhkan aparatur negara yang dapat

! Bambang Waluyo (2008), Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. HIm.1.
2 Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



membantu penegakan hukum yang adil dan tertib dalam menegakkan hukum.
Kondisi tersebut merupakan suatu tindakan dalam peningkatan kesadaran,
kepastian dan pelayanan dalam upaya penguatan hukum yang bercirikan
keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengelolaan pemerintahan
modern yang lebih teratur serta taat akan aturan yang berlaku.?

Pada prinsipnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memberikan
perhatian khusus pada peran aparat penegak hukum. Peran aparatur hukum
untuk melindungi, menghalangi dan menghilangkan semua tindakan curang atau
prilaku yang tidak sesuai norma di lingkungan pemerintah serta dalam lingkup
masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam penegakannya. Begitu pula halnya
seorang hakim dalam pelaksanaan penguatan hukum.

Hakim dalam melaksanakan penegakan hukum harus bercirikan keadilan,
kepastian hukum, dan manfaat dari hasil penjatuhan hukuman.* akibat pidana
yang diberikan oleh hakim kepada terpidana terasa belum ada rasa takut atau
efek jera dan di pengaruhi oleh segala bentuk norma yang ekstern dari pedoman
hukum. Kewenangan pengadilan yang sangat mendominasi untuk memutuskan
perkara, menyebabkan melimpahnya perbedaan penjatuhan pidana dalam kasus

yang sama.® Ditunjukan dengan perbedaan yang mencolok antara penjatuhan

3 Fence M. Wantu (2011), Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan
(Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata), Pustaka Pelajar, Yogyakarta. HIm.2.

4 A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, | Made Sepud Dan | Nyoman Sujana (2020), Disparitas
Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Analogi Hukum. Vol.2, No.2, HIm.131.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1884 Diakses Pada
Tanggal 11 Februari 2022.

> Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto (2012), Disparitas Putusan
Hakim Dalam Kasus Narkoba, Pandecta. Vol.7, No.2, HIim.217.
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2388 Diakses Pada Tanggal 15
Desember 2021.




pidana pada suatu pengadilan yang satu dan lainnya, padahal semua aturan yang
berlaku sama. maka hal tersebut dapat diartikan sebagai disparitas.

Disparitas merupakan pertentangan antara penjatuhan hukuman dengan
undang-undang, karena adanya suatu alasan yang bersifat yuridis serta non
yuridis.® Dalam ranah pidana disparitas dapat terjadi di segala bentuk pidana
yang telah inkrah diantaranya tindak pidana narkotika mengingat berdasarkan
undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Pasal 1 angka 1
yang berbunyi “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Ssampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-
undang ini.”

Kejahatan terkait narkoba tidak dianggap seperti kejahatan biasa “ordinary
crime” tetapi telah bertransformasi sebagai kejahatan luar biasa “extra ordinary
crime”,” dari hal tersebut hukum pidana yang bersifat umum tidak mampu untuk
meminimalisir kriminalitas dalam tindak pidana narkotika, maka hukum yang
mampu atau dapat mengendalikan hal itu adalah hukum pidana bersifat khusus,?

pemberantasan  penyimpangan dalam  menggunakan narkoba dan

6 Adi Purnomo Santoso (2020), Disparitas Putusan Dalam Perkara Narkotika Di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/Pidsus/2018/PN.Jkt.Sel. Dengan
Perkara No0.266/Pidsus/2018/Pn.Jkt.Sel.), Jurnal limu Dan Budaya. Vol.41, No.67, HIm.7936.
http://repository.unas.ac.id/id/eprint/3540 Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022.

" Ar. Sujono Dan Bony Daniel (2013), Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinat Grafika, Jakarta. HIm.15.

8 Eddy O.S. Hiariej (2015), Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta. HIm.25.



penyebarluasan narkoba merupakan perkara yang pelik dalam penyelesaiannya
maka membutuhkan tindakan pencegahan global. terkait kerjasama multidisiplin
dan berkelanjutan, memerlukan partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat.

Sebagai contoh dapat diperhatikan hukuman terhadap tindak pidana
narkotika yang disebut pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 112
Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan |
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).””®

Berdasarkan sanksi tersebut, terhadap pelaku yang mengedarkan narkoba
hakimlah yang menetapkan atau memutuskan terdakwa dapat divonis 4 (empat)
hingga 12 (dua belas) tahun penjara dan didenda 800 juta hingga 8 miliar rupiah.
Tidak bisa ditetapkan hakim akan menjatuhkan hukuman berapa kurun waktu
penjara dan jumlah dendanya. Contoh lain, tentang pecandu narkoba. seandainya
orang yang terlibat dalam hal ini pecandu narkoba harus direhabilitasi hal itu
tergantung dari keputusan hakim, tergantung bentuk kejahatan yang dilakukan
terbukti. Artinya, dalam pengadilan akan melalui proses pemeriksaan sebelum
keputusan pengadilan dibuat untuk memutuskan orang tersebut akan

direhabilitasi atau tidak.°

® Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

10 Frengky Manurung, Et Al (2021), Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No.



Disparitas memiliki akibat diantaranya bagi terpidana ialah tidak adanya
rasa keadilan untuk terpidana serta sulit bagi masyarakat untuk memahami
pidana.'' Berdasarkan pendapat dari Muladiidan Barda Nawawi Arif yang
dikutip oleh Adhi Wibowo menyatakan “Disparitas pidana akan berakibat fatal
bilamana dikaitkan dengan (correction administration) seorang terpidana yang
telah memperbandingkan pidananya dengan pidana terpidana lain yang dijerat
pasal yang sama akan merasa menjadi korban (The Judicial Caprice).”*?

Keadaan seperti itu yang akan menjadi penghalang bagi penyelenggaraan
pidana yang sudah dijatuhkan serta maksud dalam pemidanaan tersebut.
Kausalitas disparitas pidana berdampak hilangnya rasa percaya salah satunya
terpidana tidak percaya lagi akan hukum dan lembaga serta aparatur yang
menegakan hukum, bahwa pada suatu aturan yang spesifik dari segi proyektif
disparitas pidana memungkinkan menumbuhkan sikap yang berlawanan dengan
rehabilitasi dan juga resosialisasi dilingkungan terpidana. kemudian dalam
keadaan ini dapat merugikan dalam upaya terhadap peningkatan keyakinan
hukum oleh terpidana.®

Jika kondisi tersebut terjadi, maka merupakan petunjuk dari suatu kegagalan

sistem peradilan pidana yang tujuannya agar terbentuknya persamaan keadilan

159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap). Vol.2 No.1 HIm.64.
http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16850/7810 Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2021.

11 Adhi Wibowo (2018), Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada
Tindak Pidana Narkotika, Unes Journal Postgraduate Of Law. Vol.2, No.1, HIm.25. http://ejurnal-
unespadang.ac.id/index.php/UPJL /article/view/194 Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022.

12 Muladi Dan Barda Nawawi Arief (2005), Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung. HIm.78.

13 Widiyani Ratna Furi Dan Budi Setiyanto (2018), Disparitas Pidana Dalam Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman, Recidive. Vol.7, No.2,
HIm.181. https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47716. Diakses Pada Tanggal 18 Desember
2021.




pada negara yang berlandaskan hukum. Dengan kata lain disparitas pidana yang
telah berjalan pada titik implikasi seperti yang dikatakan diatas juga dapat
melemahkan keyakinan seluruh masyarakat pada pelaksanaan peradilan pidana
khususnya pada kasus narkotika.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti suatu putusan hakim di
Pengadilan Negeri palembang, penulis telah mendapatkan tiga buah perkara
pidana tentang tindakmpidana narkotika. Pertama pada Putusan Nomor : 170/
Pid.Sus/2021/PN Plg dimana terdakwa bobby dan hendra Erwin Irawan Bin
Ismail divonis 13 tahunnpenjara dan dendanRp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah), sedangkan dari perkara Putusan Nomor : 1947/Pid.Sus/2020/PN Plg
terdakwa agus divonis 11 tahunnpenjara dan dendanRp.1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah), Kemudian diputusan Nomor : 1980/Pid.Sus/2020/ PN Plg
terdakwa Doni, S.H. divonis hukuman mati. Ketiganya terindikasi melanggar
Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan
segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang pada penelitian ini,
penulis menjadi tertarik menelitian skripsi yang berjudul, “Disparitas Putusan
Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan
No0.170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No0.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan

Putusan N0.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”.



B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang permasalahan yang disebutkan di atas, sehingga
gagasan utama dari rumusan permasalahan mengenai disparitas putusan hakim
dalam kasus tindak pidana narkotika permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Apayang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas
pada putusan “Nomor 170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn
Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”?

2. Apakah putusan Nomor “170/Pid.Sus/2021/Pn Plg,
1947/Pid.Sus/2020/Pn  Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/Pn Plg” telah
memenuhi asas keadilan dalam pemberian pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga
terjadi disparitas pada putusan “Nomor 170/Pid.Sus/2021/Pn Plg,
1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”.

2. Mengetahui dan menganalisis putusan Nomor “170/Pid.Sus/2021/Pn
Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/Pn Plg” telah
memenuhi asas keadilan dalam pemberian pidana.

D. Manfaat Penelitian
Pada penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat keilmuan atau

pengetahuan, karena tolak ukur kemanfaatan penelitian di ukur dari besarnya



maanfaat yang diambil dalam penelitian itu. maka manfaat yang diharapkan
penulis pada penelitian ini sebagai berikut :
1. Dari Segi Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan
dan dapat membentuk cara berfikir dalam mempelajari dan mendiaknosis
masalah pemidanaan terhadap putusan hakim di segala peradilan pidana dan
juga berguna sebagai referensi untuk para peneliti lainnya serta
memperdalam keilmuan terhadap hukum menangani masalah disparitas
pidana dalam putusan hakim khususnya pada pidana narkotika berdasarkan
tujuan hukum.
2. Dari Segi Praktis
Penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan juga dapat
bermanfaat bagi masyarakat luas bahwa pemidanaan bukan sebagai media
balas dendam selain itu di samping memberikan efek jera juga berupaya
memberikan manfaat dari pemidanaan terhadap para pelaku narkotika.
E. Ruang Lingkup
Agar pokok bahasan tidak melebar dan menyipang dari apa yang telah di
rumuskan pada pokok permasalahan, maka hanya di batasi dan berfokus pada
bahasan terhadap disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana
narkotika di pengadilan negeri palembang dan juga pertimbangan hakim dalam
memberikan putusan serta keadilan dalam meberikan pidana. Yang mana

putusan yang penulis teliti dalam skripsi ini sebagai berikut: “Putusan Nomor



170/ Pid.Sus/2021/PN Plg kemudian Putusan Nomor 1947/Pid.Sus/2020/PN Plg
dan Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2020/ PN Plg.”

F. Kerangka Teori
1. Teori Keadilan

Keadilan dapat dimaknai sebagai sikap yang tidak memihak yang
bertindak secara benar serta berdasar pada moral dan sesuai pada
penempatan atau tersesuaikannya hak pada masing-masing orang. Keadilan
bagi setiap individu itu berbeda, adil bagi satu individu belum tentu adil bagi
yang lain dan juga keadilan tersebut harus balance dengan aturan yang
berlaku pada negara serta masyarakat. Sebagaimana yang tertera pada dasar
negara yaitu pancasila pada sila ke lima yang didalamnya berisi sebuah
kalimat “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.'*

Dalam hal hukum keadilan sebagai suatu tujuan akhir dari adanya
hukum, pada hukum pidana keadilan tertuju untuk korban dan juga pelaku,
keadilan disini harus terisi terutama korban memiliki hak untuk meminta
keadilan terhadap apa yang telah diperbuat pelaku dan juga pelaku memiliki
hak untuk diperlakukan secara adil hukuman yang diterima oleh sipelaku
setimpal dengan apa yang dilakukannya terhadap korban. Berdasarkan

pendapat dari plato keadilan di bagi menjadi beberapa jenis keadilan

diantaranya:*®

14 Firman Floranta Adonara (2015), Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara
Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Kostitusi, Vol.12, No.2, HIm.228.
Https://Jurnalkonstitusi.Mkri.ld/Index.Php/Jk/Article/View/1222  Diakses Pada Tanggal 12
September 2022.

15 Samuel Saut Martua Samosir (2019), Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Konteks Pencapaian Keadilan, Jurnal Supremasi,
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1. keadilan moral adalah suatu keadilan yang apabila tercapainya
keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. keadilan prosedural adalah suatu keadilan yang terwujud apabila
dilaksanakan oleh seseorang dengan ketentuan yang diharapkan.
Didalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diinginkan
dapat memuat penyatuan antara keadilan moran dan juga keadilan
prosedural, pada keadilan prosedural teraplikasi keadilan moral begitu juga
keadilan moral tersusun atau terstruktur sebagaimana pada keadilan
prosedural. Pada keadilan moral sama dengan keadilan hukum karena
melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang.
2. Teori Pemidanaan
Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah cara atau tata cara
pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan
kejahatan atau pelanggaran. Hukuman ini bersumber dari kata dasar
“hukum” dan diartikan sebagai “menentukan hukum” atau “ memutuskan
hukuman”.*® Teori pemidanaan digolongkan menjadi tiga kelompok pokok
yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.
1. Teori Absolute Atau Vergeldings Theorieen (Pembalasan)
Teori pembalasan atau bisa dikatakan teori absolut merupakan hal
awal dari hukuman disebabkan kejahatan itu sendiri, karena tindakan

yang dilakukan tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain

Vol.9, No.2, HIm.13. http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/790.
Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022.

16 Muladi Dan Barda Nawawi Arief (2010), Teori — Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung. HIm.2.
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maka pelaku kriminal dalam pembalasannya harus sama dengan apa
yang diberikannya.l’ Maka dari itu, teori ini dapat disimpulkan sebagai
suatu bentuk pembalasan pemerintah yang ditujukan untuk membalas
pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya dan memberikan
kepuasan kepada pihak yang dirugikan. Dalam teori ini Muladi dan
Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Dasar pembenaran
suatu kejahatan adalah adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri,
karena pemidanaan merupakan akibat mutlak yang harus menjadi
pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan itu”.*®

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

a) Pembalasan sebjektif ‘“adalah pembalasan yang langsung
ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar
kecilnya kesalahan™.

b) Pembalasan objektif “adalah pembalasan terhadap akibat yang
ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka
pembalasannya kecil juga”.*®

2. Teori Relative Atau Doel Theorieen (Maksud Dan Tujuan)

Menurut teori ini yang disebut sebagai dasar pemidanaan bukanlah

pembalasan melainkan tujuan dari pidana tersebut. Dengan demikian,

teori relatif bersandar pada maksud dan tujuan pemidanaan, yang berarti

17 Leden Marpaung (2012), Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
HIm.105.

18 Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, HIm.10.

19 P.AF. Lamintang Dan Theo Lamintang (2012), Hukum Penitensier Indonesia Edisi
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. HIm.13.
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bahwa teori relatif mencari manfaat dibalik pemidanaan. Teori ini
disebut juga dengan sebutan teori nisbi, yang menjadi dasar untuk
menjatuhkan hukuman sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan
untuk menemukan manfaat dari pemidanaan. pencegahan “prevensi”
dari suatu pelanggaran hukum merupakan tujuan di balik pemidanaan.
Prevensi memiliki dua Sifat dari pemidanaan sebagai berikut:?°

a. Prevensi umum ‘“generale preventive” dimasa revolusi Prancis
anggapan orang tentang pencegahan umum pada pidana terlihat
dari cara pelaksanaannya. Kekuatan dari pencegahan umum dapat
dilihat dari pelaksanaan pidana di depan umum yang membuat
masyarakat menjadi takut. Pada tahun 1800 Anselm Von Feubach
membuat suatu teori “tekanan psikologis” apa yang diancamkan
dari pidana memunculkan sebuah tekanan di alam fikiran, sehingga
ia tidak mau melakukan perbuatan kriminal.

b. Prevensi Khusus “speciale preventive” pendapat dari Van Hamel
menyatakan “bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan
ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk
menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus
dibinasakan.”

3. Teori Kombinasi (Gabungan)
Menurut ajaran teori ini, dasar hukum pemidanaan terletak pada

kejahatan itu sendiri, yaitu balas dendam atau penyiksaan, tetapi di

20 1bid, HIm.17.
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samping itu juga diakui sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari
hukuman tersebut.
Teori gabungan dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Sebagai pemberi balasan atas tindakan yang dilakukan,
pembalasan yang dimaksud dibatasi oleh penerapan tata tertib
hukum, yaitu pembalasan dilakukan hanya jika diperlukan untuk
menegakkan ketertiban hukum.

b. Bertujuan sebagai pelindung bagi masyarakat, menggunakan
hukuman untuk melindungi masyarakat harus dibatasi, bahwa
penderitaan harus disesuaikan dengan tindakan. Jika pencegahan
umum tidak dapat digunakan, lalu pencegahan khusus hanya untuk
menakut-nakuti, memperbaikinya, dan membuatnya tidak berdaya.

c. Pokok permasalahan dan perlunya perlindungan sosial, pada hal ini
Vos menegaskan: “Bahwa kekuatan menakut-nakuti terletak pada
pencegahan secara umum dan bukan sekedar pencegahan,
melainkan harus dijalankan”. Pencegahan khusus dalam bentuk
perbaikan dan membuat tidak berdaya lagi, Vos lebih lanjut
menegaskan: “Dalam arti kata yang sebenarnya, itu benar-benar
tidak mungkin lagi, meskipun pada kenyataannya, ketika itu
dikombinasikan dengan perbaikan dan ketidak berdayaan itu

adalah hukuman sesungguhya.”

21 1bid, HIm.20.
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3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memiliki nilai yang sangat penting untuk
penyempurna suatu putusan karena di dalamnya mempunyai nilai keadilan
“Ex Aequo Et Bono” dan kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi
terdakwa.?? Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa
disebut dengan considerans.

Vonis yang diberikan hakim merupakan momentum puncak dari
perkara pidana, sehingga suatu keharusan bagi hakim untuk
mempertimbangkan segala hal dari perspektif keadilan dan lainnya.?®
Berdasarkan pendapat Sudarto Bukan hanya dari aspek yuridis saja, putusan
hakim juga harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis,
sebagai berikut:?*

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu putusan yang bertumpu
pada peraturan perundang-undangan secara formil. “Hakim secara
hukum, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga
hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya” Pasal

183 KUHAP. “Alat bukti sah secara hukum yang dimaksud adalah:

22 Ahmad Rifai (2010), Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,
Sinar Grafika, Jakarta. HIm.103.

23 Lilik Mulyadi (2014), Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana
Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. HIm.135.

24 Ahmad Rifai, Op. Cit, HIm.126.
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a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah
diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).”
2) Pertimbangan Filosofis
Pertimbangan filosofis dapat diartikan bahwa hakim
mempertimbangkan hukuman adalah bentuk usaha terdakwa dalam
memperbaiki sikap melalui jalan pidana.
3) Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan sosoiologis ialah hakim dalam memberikan vonis
berdasarkan pada lingkungan sosial terdakwa dan memastikan
putusan yang dijatuhkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
4. Teori Penjatuhan Putusan Hakim
Berdasarkan pendapat Mackenzie “ada beberapa teori tentang
pendekatan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu
perkara, diantaranya teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi,
pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, ratio decindendi,

kebijaksanaan” di jelaskan sebagai berikut:?®

%5 Ahmad Rifai (2011), Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif,
Sinar Grafika, Jakarta. HIm.105-113.
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a. Teori Keseimbangan
Keseimbangan yang di jelaskan pada hal ini adalah keseimbangan
yang berkaitan dengan keadaan yang berlandaskan undang-undang dan
dengan kepentingan para pihak yang tersangkut dalam perkara tersebut.
Semisal menyeimbangkan kepentingan masyarakat, kepentingan
terdakwa, dan kepentingan korban.
b. Teori Pendekatan Seni Dan Instuisi
Vonis yang diberikan hakim adalah atas kebijaksanaan hakim atau
berada dalam yurisdiksi hakim. Dalam penjatuhan putusan, hakim akan
mecocokan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap
pelaku kejahatan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan
mempertimbangkan keadaan pasal dengan perkara, baik terdakwa
maupun penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan untuk seni
digunakan dengan menentukan insting atau naluri dari pengetahuan
hakim.
c. Teori Pendekatan Keilmuan
Berdasarkan teori keilmuan, pengertian bahwa proses pemidanaan
suatu tindak pidana harus dilaksanakan secara sistematis dan berhati-
hati dalam mengkaitkan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin
konsistensi putusan hakim. Pendekatan ilmiah ini digunakan sebagai
peringatan bahwa hakim harus memiliki pengetahuan hukum dan

wawasan ilmiah, serta intuisi atau naluri, ketika mengambil keputusan.
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d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman seorang hakim merupakan sesuatu yang dapat
membantu menyelesaikan perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena
dengan pengalaman hidup seorang hakim dapat mengetahui dampak
dari suatu putusan yang dibuat seperti itu dalam suatu perkara pidana
atau dampak terhadap pelaku, korban dan masyarakat.
e. Teori Ratio Decindendi
Teori ini didasarkan pada landasan filosofis fundamental yang
mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan subjek
sengketa dan kemudian mencari undang-undang yang berkaitan dengan
subjek sengketa sebagai dasar hukum untuk pengambilan keputusan.
Dalam suatu putusan, hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk
membela hukum dan memastikan bahwa para pihak yang berperkara
adil.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian hukum Normatif,
dalam bahasa lain dapat disebut penelitian doktriner hukum atau juga
disebut juga penelitian perpustakaan. Dikatakan penelitian doktriner
hukum, karena penelitian ini dikhususkan untuk peraturan-peraturan tertulis
yang membutuhkan data-data yang berkaitan dengan perpustakaan bersifat
sekunder. Dikaji dari berbagai aspek penelitian normatif hukum yang

tertulis diteliti menggunakan objek penelitian berupa asas hukum,



18

sistematika hukum, singkronisasi horozontan dan vertikal atau keserasian
antara hukum positif dengan hierarki perundang-undangan yang tidak
bertentangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. penelitian yuridis
normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber dari
kepustakaan atau bahan sekunder belaka.?®

2. Pendekatan Penelitian
a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti
seluruh peraturan undang-undang yang terkait dengan subjek penelitian
ini, dan mengkaji semua undang-undang yang menyangkut masalah
hukum yang menjadi fokus penelitian ini.?’

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Merupakan jenis pendekatan dalam meneliti hukum yang
menyampaikan pandangan analitis untuk pemecahan masalah pada
penelitian hukum dari perspektif konsep-konsep hukum mendasar pada
penelitian tersebut, atau bahkan dapat dilihat melalui nilai-nilai yang
ada dalam standarisasi suatu kaidah dalam hubungannya untuk konsep

yang digunakan.?®

2 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2005), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta. HIm.12.

27 Soejono & H Abdurrahman (2003), Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Him.112.

28 Bachtiar (2018), Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Tanggerang Selatan. HIm.84.
http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/M1H02306_MODUL%20UTUH METODE%20PENELITIAN
%20HUKUM.pdf Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2022.




19

c) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan
menggunakan studi kasus untuk mempelajari kasus-kasus yang
berhubungan dengan topik penelitian. Perkara yang diperiksa adalah
perkara yang putusan pengadilannya telah inkrah. Hal utama yang
ditinjau dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan dari hakim
sehingga mencapai suatu ketetapan yang dapat digunakan sebagai
argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.?®

3. Sumber Bahan Hukum
Bahan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum utama yang mengikat, sebagai bahan hukum
yang sifatnya autoritatif, Bahan hukum primer meliputi:
1) Peraturan perundang-undangan;
2) Putusan hakim;
3) Isi putusan;
4) Segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memiliki hubungan

dengan bahan hukum primer serta bisa digunakan dalam mendukung

2 Susio Gudhanto Dan Rahardjo (2011), “Pemahaman Individu Teknik Dan Test, Nora
Media Enterprise, Kudus. HIm.250.
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bahan hukum primer untuk pahami dan dianalisis. Bahan hukum
sekunder antara lain:
1) Jurnal-jurnal hukum;
2) Buku-buku yang berisi suatu permasalahan hukum seperti skripsi,
tesis dan disertasi hukum;
3) Dokumen-dokumen yangiberkaitan dengan penelitian;
4) Hasil penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan dengan menggunakan semua bahan hukum yang
tujuannya memberikan gambaran maupun penjabaran terhadap bahan
hukum sekunder, misalnya:
1) Ensiklopedia Hukum;
2) Internet;
3) Bahan non-hukum lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian
ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan studi kepustakaan (library research)®® yaitu dengan mengkaji
beberapa buku, jurnal, dokumen serta hasil penelitian dan melakukan studi
putusan guna dilakukannya suatu analisis terhadap data dan fakta yang
diperoleh dari riset kepustakaan yang terkait dengan penelitian disparitas

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

%0 Bachtiar, Op. Cit, HIm.139.
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan
jalan membaca buku-buku, jurnal, dokumen serta hasil dari penelitian
kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini
adalah analisis kualitatif, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian
kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis
materi hukum sama dengan klarifikasi materi hukum dan digunakan untuk
mempermudah analisis dan membentuk konstruksi pola pikir, Materi
hukum tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan norma hukum atau aturan
hukum yang terkandung di dalamnya.
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan
Pada penulisan karya ilmian ini dalam pengambilan kesimpulan
menggunakan metode induktif. Maksud dari metode induktif yaitu
penarikan kesimpulan dimulai dari hal yang bersifat khusus yang kemudian
menarik kesimpulan pada hal yang bersifat umum dengan mengamati dan
menganalisis terlebih dahuluh hasil pembahasan yang telah dibuat oleh

penulis dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.
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